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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh liberalisasi perdagangan internasional 
terhadap tingkat kesejahteraan (distribusi pendapatan). Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dari tahun 1986 sampai tahun 2007 dan metode analisis dengan menggunakan 
regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa liberalisasi 
perdagangan secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kesejahteraan 
dengan instrumen pemerataan pendapatan. 
 




A. Latar Belakang 
Menurut pendapat para ahli ekonomi tersebut, perdagangan antar negara sebaiknya 
dibiarkan bebas dengan seminimum mungkin campur tang pemerintah, baik dalam bentuk 
pengenaan tarif dan/atau hambatan lainnya. Hal ini didasari oleh argumen bahwa 
perdagangan bebas akan memberikan manfaat yang lebih besar dari kedua negara yang 
berdagang dan dunia pada umumnya, serta meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar 
dibandingkan jika tidak melakukan perdagangan. 
 Pembenaran yang datang dari teori perdagangan internasional bahwa, motivasi 
utama dalam melakukan perdagangan internasional adalah untuk memperoleh keuntungan 
yang disebut juga gains from trade. Keuntungan ini terdiri atas dua jenis yaitu (1) keuntungan 
produksi (gains from specialization) dimana perdagangan internasional mendorong terjadinya 
realokasi sumber daya ke sektor-sektor yang lebih efisien sehingga biaya produksi lebih 
murah dan pendapatan produsen meningkat. (2) adanya keuntungan konsumsi (gains of 
exchange) dimana perdagangan internasional ini juga bisa memberikan kemudahan akses 
terhadap barang-barang yang lebih murah. 
 Menurut Salvatore (2004) dalam Nongsia, Flora, Susan, Pos Hutabarat, dan 
Indraswati landasan teori perdagangan internasional yang menjadi latar belakang terjadinya 
liberalisasi perdagangan internasional. Antara lain teori keunggulan komparatif (comparative 
advantage) dan teori faktor proporsi (factor endowment theory). David Ricardo 
menyempurnakan teori keunggulan absolut (absolut advantage) dari dalam smith dengan 
mengemukakan teori komparatif. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa dalam 
kondisi perdagangan bebas, walaupun salah satu negara kurang efisien secara absolut 
dibandingkan dengan negara lainnya dalam memproduksi kedua barang tersebut, sementara 
negara lainnya justru memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang tersebut, 
namun kedua negara masih tetap dapat dimungkinkan untuk melakukan perdagangan dan 
keuntungan dari perdagangan masih tetap dapat dirasakan.  
 Negara yang pertama (absolut disadvantage country) paling kecil (komunitas 
inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatifnya) dan mengimpor komuditas yang 
ketidak unggulan absolutnya paling besar (komunitas inilah yang ketidak unggulan 
komparatifnya). Sebaliknya negara kedua (absolut advantage country) akan melakukan 
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spesialisasi dalam memproduksi dan mengeksport komoditas yang mana keunggulan 
absolutnya paling besar (negara inilah yang disebut sebagai keunggulan komparatifnya) dan 
mengimpor komoditas yang keunggulan absolutnya paling kecil (komoditas inilah sebagai 
ketidak unggulan komparatifnya).    
 Namun demikian, perjalanan perkembangan teori ekonomi selanjutnya di 
dukung oleh beberapa fakta empiris yang memberikan gambaran berbeda dengan Ekspektasi 
teori ekonomi klasik tersebut membuktikan bahwa ternyata tidak seluruhnya ramalan para 
pemikir klasik benar adanya. 
 Fakta menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan kelimpahan sumber daya 
yang menjadi komponen pendukung daya saing, sebagian para ahli ekonomi yang lainnya 
berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru menimbulkan dampak negatif karena 
mendorong persaingan pasar yang tidak sehat. Atas dasar itulah maka timbul upaya penting 
yaitu proteksi terhadap produksi dalam negeri dan kepentingan lainnya dari tekanan .pasar 
internasional melalui pemberlakuan kendala atau hambatan perdagangan. Akan tetapi 
pemberlakuan hambatan atau kendala dalam perdagangan ini mempunyai dua efek yaitu di 
satu sisi intervensi ini bisa memberikan tambahan penerimaan bagi negara, namun di sisi lain 
menimbulkan biaya inefficiency yang berakhir dengan penurunan tingkat kesejahteraan 
sosial. 
Perdagangan yang berbeda tersebut secara teoritik dapat dikatakan bahwa walaupun 
dengan hambatan atau kendala lebih baik daripada tidak melakukan perdagangan, namun 
perdagangan bebas jauh lebih baik daripada perdagangan dengan adanya hambatan. 
Pada era globalisasi saat ini yang berkaitan dengan liberalisasi banyak mewarnai 
perdagangan komoditas di pasar internasional, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini terjadi 
dalam menghadapi suatu proses liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020 bagi 
negara-negara maju.  
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi terbuka  dan ikut 
meratifikasi berbagai kerjasama ekonomi dan perdagangan regional maupun global, tekanan 
liberalisasi melalui berbagai aturan kesepakatan kerjasama tersebut bukan tidak mungkin 
pada akhirnya akan berbenturan dengan kebijakan internal dan mengancam kepentingan 
nasional. 
Sektor perdagangan pada umunya mempunyai kontribusi yang cukup besar di dalam 
perekonomian setiap negara, khususnya di Indonesia, sektor perdagangan memberikan 
kontribusi kedua terbesar setelah konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto  



















2011 783541,2 54,30 516420,2 35,79 1442985 
2012 818992,5 54,38 543425,8 36,08 1506124 
2013 881623,1 55,90 593516,2 37,63 1577171 
2014 955653,3 57,69 667740,0 40,31 1656517 
2015 793613,0 45,33 639701,9 36,54 1750815 
2016 868256,5 47,00 694605,3 37,60 1847293 
2017 937849,2 47,75 756348,3 38,51 1963974 
2018 529556,8 51,71 423145,9 41,32 1024165 
Sumber: BPS 
Pada tahun 2011 dengan tahun 2018 permintaan luar negeri Indonesia mengalami 
fluktuasi dengan rata-rata sebesar 51,76 persen dari total produksi dalam negeri. Selanjutnya 
data juga ini menunjukkan bahwa kontribusi rata-rata permintaan dalam negeri atas produk 




luar negeri dalam kurun waktu delapan tahun terakhir adalah sebesar 37,97 persen dari total 
produksi dalam negeri. 
Proporsi permintaan luar negeri atas produksi sekitar 25 persen dan ini lebih besar 
daripada proporsi permintaan negeri itu sendiri yang hanya berkisar 46 persen. Hal ini 
disebabkan oleh 47 persen dari total permintaan dalam negeri merupakan permintaan atas 
produksi luar negeri (impor) dan selebihnya sekitar 53 persen merupakan permintaan 
terhadap produksi dalam negeri sendiri. Oleh karena itu jelas sekali betapa besar peranan 
sektor luar negeri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Laporan tahunan yang diterbitkan IMD World competition yearbook 2016. 
Menunjukkan posisi saya saing Indonesia yang sangat menyedihkan ini dikarenakan daya 
saing yang sangat signifikan dalam kurun waktu tujuh tahun Indonesia berada pada peringkat 
ke-43 pada tahun 2010 lalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang sampai pada 
peringkat ke-60 pada tahun 2006. Posisi daya saing yang semakin menurun ini tentu saja 
sangat menyedihkan apalagi dibandingkan posisi negara tetangga Indonesia yaitu Singapura, 
Malaysia dan Thailand yang peringkat daya saingnya jauh diatas Indonesia yaitu masing-
masing berada pada peringkat 3, 23 dab 32 pada tahun 2016. Hal ini tentu sangat disayangkan 
mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang relatif besar dan sumber 
daya alam yang tersebar luas dibandingkan dengan negara tetangganya tersebut, namun 
memiliki daya saing yang jauh di bawah mereka. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana dan seberapa besar pengaruh 
liberalisasi perdagangan internasional terhadap tingkat kesejahteraan. 
 
METODOLOGI 
A. Metode Penelitian  
 Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (library research), sebagai suatu bentuk penelitian yang memanfaatkan 
saran-saran kepustakaan yang tersedia dalam bentuk buku-buku, jurnal-jurnal, data-data 
dan studi-studi empirik lainnya. Materi-materi tersebut dapat diperoleh dari perpustakaan 
secara langsung atau lewat internet. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 
berbagai sumber data Seperti the International finansial statistic, dari IMF, World Bank, 
Laporan Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik dan sumber lainnya. 
C.  Teknik Analisis data 
 Setelah itu metode analisis untuk mengambil kesimpulan adalah analisis regresi linear 
sederhana untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Dan untuk mengetahui hubungan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Struktur Perdagangan Luar Negeri 
Perekonomian dunia mengalami proses liberalisasi perdagangan ditandai dengan 
mulai terbentuknya general Agreement on Tariffs and trade (GAAT) pada tahun 1947 yang 
peranannya sekarang telah digantikan oleh world Trade Organization (WTO). Perdagangan 
yang lebih liberal tampaknya menjadi tujuan sebagian besar negara-negara di dunia dengan 
harapan adanya liberalisasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 




Data perdagangan dunia menunjukkan bahwa memang terjadi peningkatan nilai 
perdagangan dari tahun 1950 sebesar US$290 Milyar menjadi sebesar US$1012 milyar di 
tahun 2005. Perdagangan ekspor barang (manufaktur, pertambangan dan pertanian) dunia 
naik rata-rata 6,3 persen sejak tahun 1950 sampai 2001 dan kenaikan output dunia berada 
pada rata-rata 3,8 persen. Hal ini dengan pandangan Baire dan Bergstand dalam Coughlin 
bahwa perdagangan dunia dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu pertumbuhan pendapatan (income 
growth), penurunan hambatan dalam perdagangan dan semakin murahnya biaya transportasi. 
Oleh karena itu liberalisasi perdagangan yang ditandai salah satunya dengan 
penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan berupa tarif maupun non-tarif 
menganggap bahwa hambatan perdagangan penting dihapuskan agar dapat mendorong arus 
pergerakan barang dan jasa (flow of goods services) 
Seperti yang telah diketahui bahwa berdasarkan salah satu putaran perundingan di 
WTO yaitu putaran Uruguay, negara maju memotong besaran tarif sampai sepertiga 
sedangkan negara berkembang memotong besaran tarif sampai paling besar hanya 40 persen. 
Sebelum putaran Uruguay, rata-rata tarif produk manufaktur di negara-negara maju adalah 
6.2 persen dan negara berkembang adalah 20.5 persen. Sesudah putaran Uruguay, rata-rata 
tarif di negara maju 3.7 persen dan negara-negara berkembang 14.4 persen hambatan non 
tarif seperti quota, perizinan dan spesifikasi teknis juga secara bertahap dihapuskan tetapi 
tidak secepat penurunan tarif (www.wto.org). 
1. Perkembangan ekspor 
Secara umum, ekspor di Indonesia mengalami perubahan struktur yang cukup 
signifikan dalam kurun waktu dari tahun 1996-2006. Hal ini dapat dilihat dari data yang 
dikemukakan oleh Pos Hutabarat dalam Nongsina. 
 











3271 2 7291 1 
27 
Mineral fuels & 
Oils 
1138 8 6410 2 
15 
Fats, Oils & 
Waxes 




2274 5 5529 4 
26 
Ores, Slag and 
ash 
1801 6 4994 5 
84 Machinery 1184 10 4362 6 
62 Crocheted 2308 4 3374 7 
44 Wood 5168 1 3356 8 
48 Paper 944 12 2805 9 
61 Knitted 1145 13 2159 10 
 
Tabel diatas menampakkan bahwa telah terjadi pergeseran struktur yang sangat 
drastis, utamanya pada jenis produk kayu (wood) di mana pada tahun 1996 merupakan 
komoditas unggulan Indonesia dengan menempati peringkat pertama dan setelah sepuluh 
tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006 langsung menurun peringkat delapan. Sementara, 
peringkat pertama pada tahun 2006 ditempati oleh produk “electrical equipment” yang pada 
tahun 1996 hanya menempati peringkat kedua. 




Selanjutnya produk “mineral fuels dan oils” mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan yaitu dari peringkat delapan pada tahun 1996 menjadi peringkat kedua pada tahun 
2016. Demikian pula halnya dengan produk “machinery”, “paper” dan “knitted” juga 
mengalami peningkatan peringkat yang cukup signifikan dari masing-masing peringkat 10, 
12 dan 13 pada tahun 1996 menjadi peringkat 6,9 dan 10 pada tahun 2006. Sebaliknya 
“crocheted” mengalami penurunan dari peringkat empat menjadi tujuh pada tahun 2006. 
Kesemuanya itu menunjukkan bahwa jika dahulu ekspor Indonesia didominasi oleh 
produk-produk sarat penggunaan tenaga kerja (labour intensive goods) maka sekarang mulai 
bergeser ke arah produk-produk yang sarat penggunaan sumber daya alam (natural intensive 
goods) dan produk yang sarat penggunaan modalnya (capital intensive goods). 
Namun seperti yang diketahui bahwa kinerja ekspor Indonesia sangat di dukung oleh 
komoditi non migas yang menghasilkan devisa cukup tinggi. Sebagai penyumbang terbesar 
ekspor Indonesia, kontribusi komoditi non migas pada priode 2002-2006 berkisar antara 77 
persen hingga mencapai 79 persen. Keseluruhan ekspor non migas tersebut terdiri dari ekspor 
pertanian, hasil industri, hasil tambang diluar migas dan ekspor hasil-hasil lainnya selama 
priode tahun 2000-2006 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dengan tingkat 
pertumbuhan rata-rata sebesar 11,32 persen,  
Singkatnya, perkembangan ekspor non migas selama dua belas tahun terakhir 
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mulai dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2008 
menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 11.32  persen. Nilai ekspor sektor industri 
mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10.61 persen, sedangkan nilai ekspor sektor 
pertanian hanya mengalami peningkatan rata-rata 2.58 persen, begitu pula hasil tambang 
tanpa pasir alam menunjukkan peningkatan pertumbuhan rat-rata sebesar 24.56 persen 
sementara nilai ekspor hasil-hasil lainnya mengalami perkembangan rata-rata sebesar 20.67 
persen. 
Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian semakin kecil terhadap total 
ekspor non-migas dibandingkan dengan sektor industri yang pertumbuhannya lebih cepat 
sehingga menunjukkan peningkatan kontribusi sebesar total ekspor non migas. Sebaliknya 
walaupun pertumbuhan nilai ekspor tambang lebih besar daripada pertumbuhan sektor 
industri namun kontribusinya tetap masih lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri 
tapi sudah lebih besar dibandingkan dengan sektor pertanian. Hal inilah yang menunjukkan 
adanya pergeseran struktur ekspor Indonesia dari produk padat karya (labor intensive goods) 
ke produk padat modal (capital intensive goods) dan padat sumber daya alam (natural 
intensive goods). 
Lebih lanjut lagi menurut data World bank dan WTO dari segi pajak ekspor  sesudah 
diberlakukannya liberalisasi perdagangan sampai pada tahun 1997, pajak ekspor Indonesia 
hanya mengalami penurunan yang sangat kecil, hanya sebesar 0.1 persen dibandingkan 
dengan negara ASEAN Lainnya seperti Thailand (-0,4 persen), Philipina (-1,3 Persen) dan 
Malaysia (-5,2 Persen), sehingga hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekspor 
Indonesia yang juga hanya mengalami peningkatan relatif kecil sekitar 4,8 persen 
dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia yang masing-masing mengalami peningkatan 
pertumbuhan ekspor sebesar 5,8 persen dan 5,2 persen. Namun demikian peningkatan 
pertumbuhan ekspor Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan Philipina yang hanya 
sebesar 4,5 persen, tapi secara absolut pertumbuhan ekspor Philipina masih lebih besar 
dengan pertumbuhan ekspor Indonesia baik sebelum maupun sesudah liberalisasi 









2. Perkembangan Impor 
Pada tahap awal pertumbuhan ekonomi selama priode dari pertengahan tahun 1960-an 
sampai awal tahun 1970-an sangat dibatasi sebagai salah satu cara untuk mencegah defisit 
pada neraca pembayaran. Pada pertengahan tahun 1970-an pembatasan import masih terus 
berlangsung. 
Secara umum menurut data Post Hutabarat dalam Nongsia (2007) struktur import 
Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 1996-2006 masih tetap 
di dominasi oleh produk-produk yang sarat dengan penggunaan modal. (capital intensive 
goods). Hal ini disebabkan karena Indonesia termasuk negara yang melimpah tenaga kerjanya 
sehingga keunggulan komparatif Indonesia ada pada komoditas yang intensif penggunaan 
tenaga kerjanya (labor intensif goods) dan ketidak unggulan komparatif Indonesia ada pada 
komoditas yang intensif penggunaan modalnya. 
Namun demikian, nampak bahwa telah terjadi pergeseran struktur impor yang sangat 
drastis, utamanya pada jenis produk “ships and boats” dan “aircraft and space craft” di 
mana pada tahun 1996 masing-masing hanya merupakan produk import yang menempati 
peringkat kedua puluh enam dan dua puluh tujuh., namun setelah sepuluh tahun kemudian 
tepatnya pada tahun 2006 langsung meningkat ke peringkat tujuh dan sepuluh. Demikian pula 
halnya dengan produk “organic chemical” dan “iron and steel” mengalami peningkatan 
peringkat sebanyak du tingkat yaitu masing-masing dari peringkat dan empat pada tahun 
2006. Selebihnya, untuk produk “plastic and plastic articles” hanya mengalami kenaikan 
satu peringkat satu tingkat yaitu masing-masing dari peringkat tujuh dan sembilan pada tahun 
2006. Sementara, peringkat pertama tidak mengalami perubahan, masih tetap ditempati oleh 
produk “machinery”    
Sebaliknya, produk “electrical equipment”, “vehicle other than trains” mengalami 
penurunan peringkat dalam kurun waktu sepuluh tahun, yaitu masing-masing dari peringkat 
dua, tiga dan lima pada tahun 2006. Dibandingkan dengan ekspor “electrical equipment” 
yang merupakan peringkat pertama, maka Indonesia net-exporting untuk komoditi tersebut 
yang mana merupakan “capital intensif goods”. 
Jauh sebelumnya, tarif adalah merupakan instrumen utama dalam impor di Indonesia. 
Hal ini terus berlangsung dan menjadi pembatasan perdagangan yang utama dalam sektor 
manufaktur di Indonesia menganggap bahwa pembatasan jumlah perdagangan secara 
langsung (non-tariff barriers/quota) untuk melindungi industri dalam negeri membutuhkan 
banyak biaya. Biaya itu biasanya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus 
perizinan. 
Kristanto mengatakan ada lima jenis lisensi import di Indonesia yaitu registered 
importers license (IT), sole agent licenses (AT), producers-importers license (PI), importers - 
producer licenses, dan general importers licenses (IU). IT dan AT adalah jenis lisensi import 
yang dianggap paling membatasi, sementara IP dan IU adalah jenis lisensi impor paling 
kurang batasannya. 
Secara teoritik, kebijakan tarif dan pembatasan impor (quota) akan memberikan efek 
yang sama terhadap volume impor, namun keduanya memberikan dampak yang berbeda 
tingkat harga domestik dan produksi dalam negeri. Dampak yang dibutuhkan oleh quota pada 
tingkat harga domestik lebih tinggi dan produksi dalam negeri lebih rendah dibandingkan 
dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif. Kelebihan lain dari tarif adalah lebih 
penting mudah secara administrasi dan memberikan tambahan penerima bagi negara. 
Oleh karena itu, untuk konsistensinya dengan komitmen melakukan liberalisasi sektor 
perdagangannya, maka pemerintah Indonesia memperkenalkan paket deregulasi 28 Mei 
1990. Salah satu tujuan yang termasuk dalam paket deregulasi ini adalah menurunkan tarif. 
Liberalisasi impor di Indonesia di implementasikan pada tahun 1980-an yang ditandai dengan 
: (1) liberalisasi pada lisensi impor, dan (2) penurunan pajak masuk (tariff rates). Kedua 




ukuran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan dan tekanan persaingan pada industri di 
dalam negeri. Pada tahun-tahun berikutnya, program penurunan tarif yang lebih intensif dan 
akselerative terus di implementasikan.  
 
B. Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kesejahteraan  
Dari hasil estimasi parameter tentang pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap 
tingkat kesejahteraan dalam hal ini distribusi pendapatan adalah sebesar 0.057. hasil ini 
menunjukkan hubungan fungsional yang tidak sesuai dengan landasan teoritik dan juga tidak 
signifikan. 
Besarnya pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap tingkat kesejahteraan (distribusi 
pendapatan) adalah sebesar 0,090 di mana untuk setiap kenaikan derajat liberalisasi 
perdagangan sebesar 1 persen akan semakin menurunkan kesejahteraan masyarakat yang di 
ukur dengan semakin meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,09 persen. 
Hasil ini signifikan dengan menggunakan standar signifikansi (0,01), walaupun tidak sesuai 
dengan landasan teoritik dimana pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung 
semuanya menunjukkan bahwa liberalisasi tidak memberi dampak pada peningkatan 
kesejahteraan, melainkan menurunkan kesejahteraan. 
Selanjutnya dari pembahasan sebelumnya nampak bahwa liberalisasi perdagangan 
berpengaruh negatif dan signifikan tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun 
tidak langsung. Di hipotesiskan bahwa “liberalisasi perdagangan berpengaruh positif terhadap 
tingkat kesejahteraan (distribusi pendapatan) hal ini disebabkan karena semakin rendahnya 
ketimpangan pendapatan”, namun hasil analisis menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan 
terhadap kesejahteraan masyarakat yang di proxy dengan ketimpangan distribusi pendapatan 
yang diartikan bahwa semakin rendah ketimpangan distribusi maka masyarakat maka 
masyarakat akan semakin bahagia. 
Secara teoritik dan di dukung oleh beberapa hasil temuan sebelumnya bahwa semakin 
tinggi derajat liberalisasi perdagangan suatu negara akan mendorong peningkatan kompetisi 
di dalam negeri yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kompetisi di dalam negeri 
yang pada akhirnya akan mendorong setiap industri untuk melakukan efisiensi dengan cara 
merelokasi sumber daya ke sektor-sektor yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya, 
sehingga biaya inefisiensi yang menyebabkan rendahnya kesejahteraan dapat dihilangkan.   
Selanjutnya, hal ini dipertegas lagi dengan teori dari Stopler-Samuelson yang 
memprediksi bahwa liberalisasi perdagangan akan mengalihkan pendapatan dari faktor 
produksi yang langka (ditunjukkan dengan harga faktor produksi tersebut kepada faktor-
fektor produksi yang melimpah (ditunjukkan dengan rendahnya harga faktor produksi 
tersebut) pada suatu negara. Artinya bahwa negara sedang berkembang dengan relatif 
melimpah tenaga kerjanya (diukur dengan rendahnya upah terhadap faktor produksi lainnya), 
diprediksikan bahwa liberalisasi perdagangan akan menaikkan tingkat upah di negara relatif 
terhadap harga faktor produksi lainnya, dan ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerja 
semakin meningkat dengan meningkatnya derajat liberalisasi perdagangan, sehingga pada 
akhirnya distribusi pendapatan akan semakin membaik. 
Struktur ekspor Indonesia yang sudah mengalami pergeseran dari barang yang intensif 
menggunakan tenaga kerja (labor intensif goods) dan barang-barang yang intensif 
menggunakan sumber daya alam (natural resource base), sehingga berdasar pada teori 
Stopler-Samuelson tersebut, yang mendapat manfaat dari liberalisasi perdagangan adalah 
faktor yang intensif digunakan pada sektor ekspor, dalam hal ini pemilik modal di mana 
umumnya di miliki oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah keatas. Inilah yang 
menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan semakin besar. 
Menurut Davis (1996) bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan bagi negara yang 
sedang berkembang dilaksanakan untuk mendapatkan dua manfaat yang dijanjikan. Pertama, 




bahwa adanya kebijakan liberalisasi perdagangan akan meningkatkan pendapatan agregat 
negara tersebut. Kedua, kebijakan liberalisasi perdagangan menjanjikan adanya konsekuensi 
distribusi secara internal yang semakin merata.  
Temuan ini sejalan dengan hasil studi Aman dan sawit (1997) yang mengingatkan 
bahwa dampak perdagangan bebas cukup serius buat Indonesia, tidak hanya menyangkut 
bidang ekonomi tetapi juga bidang non-ekonomi. Perpindahan faktor produksi seperti tenaga 
kerja, lahan, kapital secara cepat dan berlebihan dalam kurun waktu yang relatif singkat dari 
sektor pertanian dan jasa ke sektor manufaktur sebagai dampak dari kebijakan liberalisasi 
perdagangan, yang akan menimbulkan masalah baru yang lebih sulit dan mahal untuk 
mengatasinya. Hampir tidak mungkin dibangun infrastruktur perkotaan yang cukup untuk 
menampung pesatnya urbanisasi, sehingga akan muncul masalah kekumuhan dan kemiskinan 
di kota, kepadatan kota, kekurangan tempat tinggal, tidak cukupnya taman, kekurangan air 
bersih (kualitas dan kuantitas), memburuknya lingkungan hidup dan meningkatnya 
kriminalitas. Disamping itu distribusi pendapatan masyarakat akan semakin timpang. 
Selain itu, acharya, S and S. Cohen (2008) juga telah meneliti beberapa temuan yang 
paling mutakhir dengan menggunakan model keseimbangan umum (general equilibrium 
models) yang mengukur dampak liberalisasi perdagangan terhadap kesejahteraan 
rumahtangga. Mereka melakukan modifikasi pada model neo-klasik yang standar dan 
mengaplikasikannya pada ekonomi pedesaan di Asia Selatan yang mana masih terdapat 
sedikit penelitian tentang model kebijakan. Lebih lanjut, mereka menyimpulkan bahwa 
kombinasi dari liberalisasi impor dan ekspor akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi, akan tetapi pola distribusi pendapatan tetap tidak beralih dan berpihak pada 
orang miskin. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
1. Pengaruh liberalisasi perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 
kesejahteraan yang dalam penelitian ini diproxy dengan ketimpangan distribusi 
pendapatan yang semakin besar.  
2. Indikasi bahwa liberalisasi perdagangan belum mampu menghilangkan biaya 
inefisiensi perdagangan belum terpengaruh secara langsung, khususnya biaya 
inefisiensi yang berkaitan dengan produksi, karena hal ini membutuhkan proses 
penyesuaian untuk melakukan realokasi sumber daya ke sektor yang lebih kompetitif.  
B. Saran dan Rekomendasi 
1. Meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional  
2. Penciptaan iklim yang kondusif dengan menjaga stabilisasi ekonomi makro, dan 
mengurangi biaya ekonomi tinggi seperti birokrasi yang cenderung berbeli-belit dan 
pungutan-pungutan yang menyebabkan biaya semakin besar. 
3. Menjaga stabilitas tingkat inflasi dengan kebijakan moneter, seperti inflation targeting 
policy 
4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi yang 
relatif melimpah dan murah di Indonesia yang dalam hal ini adalah tenaga kerja, 
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